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I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek
kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan
tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan
penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan
pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan
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berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat
hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya
serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.
Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan
karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi
atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh
seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus
mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional
yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial
ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor
lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia
sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk
semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya
ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak
lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional.
Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami
secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah
demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik
termasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan keluarga
diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam
jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan.
Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan
kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.
Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai
konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara
tepat.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga perlu memperoleh perhatian khusus guna terlaksanannya
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk
sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional
namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung
dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuang dalam Laporan
situasi Kependudukan Dunia yang mengumumkan bahwa “penduduk
bumi akan mencapai 7 (tujuh) milyar” tanggal 31 Oktober 2011. Untuk
melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
diperlukan suatu lembaga yang kuat.
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Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan
penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka
kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan
penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran
tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana
agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu
calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan
mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal
perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal
kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan
melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan
keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi
perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup
dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan KIE.

Guna menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu
pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
pelaksanaan Keluarga Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan
prasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan
Keluarga Berencana dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang meliputi koordinasi antarinstansi,
perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga Berencana
mengacu pada kebijakan nasional.

Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secara
bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota bersama lembaga swadaya masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melalui
upaya  advokasi dan penggerakan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keluarga
Berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,
yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi,
dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
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Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam
menunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukan
melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi Pemerintah
maupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga serta penyelenggaraan Keluarga Berencana
diperlukan suatu Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkan
bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan
dan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3)
Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan,
penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk
menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis
data mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga.
Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan
penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan
Sistem Informasi Keluarga secara nasional dan berkelanjutan, guna
mendukung  terkumpulnya  data  dan  informasi kependudukan  dan
keluarga dengan kewenangan  meliputi:

1. koordinasi antarinstansi dan daerah dalam urusan Sistem Informasi
Keluarga;

2. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem
Informasi Keluarga;

3. sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;

4. peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksana
Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan,
supervisi dan konsultasi; dan

5. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem Informasi
Keluarga.

Pemerintah Daerah Provinsi menyebarluaskan data dan informasi
berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam
bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebarluaskan data dan
informasi dan dianalisis berdasarkan kecamatan, dan kelurahan/desa
untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antarwilayah
dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah segala hak
yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang komplit,
antara lain meliputi:
1. hak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi

yang terbaik;
2. hak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang

seksualitas, reproduksi, dan manfaat serta efek samping
obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan
untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan
reproduksi;

3. hak untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana
yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai
dengan pilihan tanpa paksaan dan tidak melawan hukum;

4. hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang
dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan
selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan serta
memperoleh bayi yang sehat;

5. hak memiliki hubungan yang didasari penghargaan
terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam
situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa
pemaksaan, ancaman, dan kekerasan;

6. hak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang
reproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalam
menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab;
dan
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